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BUPATI INDRAGIRI HILIR
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TENTANG
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KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
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BUPATI INIDRAGIRI HILIF.
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR & TAHUN 2€21

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGS;, SERTA TATA
KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG *
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

- DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRL HILIR,

Menimbang : & bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2} huruf d
’ Peraturan Menteri Pendayagunzan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penycderhaniaan Struktur Organisasi Pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederharaan Birokrasi,
menegaskan bahwa gubernur memberikan persetujuan
Penyedsrhanaan - Struktur Organisasi kepada
bupati/walikkota untuk dilakukan Penyederhanaan
Struktur Organisasi;

b. bahwa bercdasarkan Surdt Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Momor 800/8750/0TDA tanggal 3G Desember
2021 telah disetujui Penyederhanaan Struktur Organisasi

 Perangliat  Daerah di " Lirgkungan Pemerintah Daerah
Kabupater! indragiri Hilir;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagainiana dimaksud
gada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Indragiri Hilir tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pekerjaan Jmuin dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri
Hilir;

Mengingat : 1. Pasal’18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 19435; -

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang
Pemnbentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan

Mengubali Undang-‘ndang Notnor 12 Tahun 1956

- tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran



Negara Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan [.embaran
Negara Nomor 2754);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014' tentar}g
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara » Republik
Indonesiz. Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lem‘baran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perunahan Kedua
Atas 'Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintat.an Dacrah (Lembaran Negara Republik

. Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
'f.Ncg_ara Republik Ir}doncsia Nomor 5679);

. Peraturah Pemerihtah Norhor 18 Tahun 20i6 tentang

Perangkdt Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diuban dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahar. atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tamnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402); ~

5, Peraturan Menteri Dalain Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Incdonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

_scbagaithana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Norior 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk KEukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157); :

. Peraturan Menteri Delam ‘Negeri Nomor 106 Tahun 2017

tengang Pedoman Nomerklatur Perangkat Daerah Yang
Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan

Umum dan Penatean Ruazng (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);

Peraturan Menteri Pendéyagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan

Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nemor 525);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Normor 25 Tahun 202; tentang

Penyeqerhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita

- Negara Republik Indoresia Tahun 2021 Nomor 546);

Peraturan Daerah Kabupaien Indragiri Hilir Nomor 13
Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran
Deaerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomer 13),
sebugaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahin 209 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri
Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daeran Kabupaten Indragiri Hilir




(Lembaran Daerah Kebupaten Indragiri Hilir Tahun 2019
Nomor 16):

MEMUTUSIAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUJGAS CAN: FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR.

BAB [
KETENTUAN UMUM

F A\l

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

IS

10.

11.

12.

Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.

Pemerintah Daerah adalah Femerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir,
Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.

. .- Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Dacrah Kabupaten Indragiri Hilir.

Perangkat Daerah Kabupaten adaiah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan penunjang Urusan yang
menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada
Daerah untuk relaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerzh
provinsi kepada Daecrah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah Perangkat Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir yang mempunyai tugas dan fungsi
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan
penatsan ruang.

Kepela Dinas adajah Kepala Dinas Pekeijaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Indragiri Hilir.

Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok
jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan Jpelayanan
fungsional yeng berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan
Fungsion2! -pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten
Indragiri Hilir.

Subkoordinator adalah pejabat fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas
dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya
dalair suatu satuan kerja, selain melaksanakan tugas utamanya sebagai
pejabat tungsional sesuai peraturuan perundang-undangan.

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah

- organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau

kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilr. ‘



*  Pasal 2

Ma ksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan
pedornan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam perniyusunan dan
pelaksanaan xebijakan urusan pernerintahan di bidang pekerjaan umum dan
penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah.

. Pasal 3
Tujuan ditetapkannya Peraturar. Bupati ini adalah:

a. memberikan kepastian ‘nukuin dalam hal kedudukan, susunan organisasi

tuges dan fungsi scrta tata kerja Dmas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
dan

b. mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi bagi Dinas Pekerjaan Umum
dan Teta Ruang.

-

Pasal <
Ruang lingkup yang diatur dalam Pcraturan Bupati ini adalah:
Kedudukan dan Susunan Organisesi;
. Tugas dan Fungsi;

. Tata Kerja;
Pengangkatan dan Pemberhentian Dalem Jabatan; dan

a
b
c. Kelompok JF;
d
e
f. Pembiayaan.

| BAB Il
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal S

(1) Dinas Peker]aan Umum dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana

urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
yang menjadi kewenangan daerah.

(2) - Dinas Fekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana dimaksuc pada
ayat, (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bewah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melaiui Sekretaris Daerah.

Pasal 6
(1) Susunan Organisasi Diﬁas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, terdiri atas:

a. Sekretariat, terdiri atas:
1. Subbagian Ketatausahaan; dan
2. Subbagien Perencanaan, Data, dan Informasi Publik.

Bidang Sumber Daya Air;
Bidang Bina Marga;
Bidang Bina Konstruksi;
Bidang Tata Ruang; .
Bidang Cipta Karya: dan
Kelompok JF.

m ™ 0o a0 o



(1)
(2)
(3)
()

(1)

(2)

(2)

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dipimpin F)i(_ah }'(epala Dinas,
Sekretariat dipimpia oleh seorang Sekretaris, Bid-ang dipimpin oleh Kepala
Bidang, Subbagian dipimpin cleh Kepala Subbagian.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Fekerjaan Urnum dan Tata Rugng
acalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7
Kepala Dinas mcrupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon IL.b).
Sekretaris merﬁpakan Péjabat Administrator (eselon Ill.a).
Kepala Bidang tinerupakan Pejabat Administrator (eselon III.b).

Kepala Subbagian merupakan Peiabat Fengawas (eselon IV.a). s

BAB II1
TUGAS DAN FUNGS)

Bagian Kesatu
Dinas Pekerjaan Jmuir dan Tata Ruang

Pasal 8

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menyelenggarakan tugas
membantu Bupati melaksanakan urusan pemeriniahan bideng pekerjaan

“urnum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalan1 melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan dar perumusan kebijakan Kesekretariatan, Bidang
Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Bina Konstruksi,
Bidang Tata Ruang, dan Bidang Cipta Karya;

b. pelaksanaan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Sumber Daya Air,

Bidang Bina Marga, Bidang Bira Konstruksi, Bidang Tata Ruang, dan
Bidang Cipta [{arya;

c. pelaksanaan evaiuasi dan pelaporan Kesekretariatan, Bidang Sumber
Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Bina Konstruksi, Bidang Tata
Ruang, dan Bidang Cipta Karya; _

d. pelaksanaan administras! pada Kesekretariatan, BRidang Sumbe-
Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Rina Konstruks:, Bidang Tate
Ruang, dan Bidang Cipta Karya; dan

e. pclaksanaan tungsi lain yang ciberikan oleh Bupati terkait dengan
t11zas dan fungsinya.
Bagian Kedua
Sekretariat

Pasai 9

Sekretariat menyelenggarakar, tugas pelayanan administrasi terkait

pé-r‘encanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang
milik-daerah, serta umuom dan kepegawaian.

Untuk rmelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Sekretariat menyeleaggarakan fungsi:

a. pelaksanzan koo-dinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam

pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis,



Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahu.nan, k‘erjaqjian
Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang;

b. penyusunan dar. pembinaan pelaksanaan standar operasional
prosédur perencanaan program, kcuangan, perlengkagan dan
pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian;

c. pelakaanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi, keuangan,
pcrlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan
kepegawaian;

d. pelaksanaah pemantuan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan
program, Keuangan, perlengkepan dah pengelolaan barang milik
daerah, serta umum tan kepegawaian;

e. pelaksanaah tugas kedinasan lain veng diberikan pimpinan sesuai
tugas dan fungsinya..
Paragraf 1.
Subtagian Ketatausahaan

Pasal 10

Subbagian Ketatausahaan, mempunyai tugas:

a.

b.

.
.

merencanakan program'kegiatan dan ‘penganggaran pada Subbagian
Ketotausahaan; ' ’

menyiapkan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, penibinaan, serta
tata useha pegawa’;

menyiapkan penataan organisasi dan tata laksana;

melaksanakan ketatausahaan dan kcmmahtanggaap kepala Dinas;

e.’ melaksanakan urusgn kesehatan, keainanan dan ketertiban lingkungan
. serta urusan dalam pegawai,

| S
-

melaksanakan urusan ‘utilitas, bangunan gedung, sarana dan prasarana
lingkungan,;

melaksanakan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan,

pengelolaar. informasi dan dokumentasi, dan penyusunan lapcran barang
milik negara dinas; - '

melakzanakar layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

melaksanakan tata laksara keuangan dan  perbendaharaan,
pcnatausahaan- PNBP dan BLU, pemantauan dan evaluasi pengelolaan
keuangan, penatausahaan penetapan pejabat perbendaharzan satuan

kerja, penatausahaen hasii pemeriksaan, dan penyusunan laporan
keuangan dinas;

melaksanakan pemeliharaan/perawatun kendaraan dinas, gedung kantor,
peralatan, dan perlengkapan kantor serta aset lainnya,

melakukan pemantauvan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan
tugas dan kegiatan peda Subbagian Ketatausahaan; dan

pelaksanaan tugas kedinasan lain yan
tugasnya.

. . . . o .
g diberikan pimpinan sesuai cdengan




Paragraf 2
Subbagjan Perencanaan, Data, dan Informasi Publik

Pasal 11 !

Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi Publik, mempunyai tugas:

a.

b.

c.

i wiiirendiE el e a1 B

T o BB

(1)

(2)

merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbag1an
Perencanaan, Data, dan Informasi Publik;

melaksanakan koordinasi dan penyusunan administrasi angg.amn;

melaksenakan :koordinasi - dan fasilitasi ' penganggaran infrastruktur
daerah; ‘ '

melaksanakan pemamauan, ev aluasx, dar penyusunan 1aporan kinerja
serta pelaksanaan anggaran; .

melaksanakan koordinasi perencanaar program dan administrasi kerja
sama,

melaksanakan kegiatan strategis dinzs;

'menyusun rencana pengelolaan data dan teknologi jinformasi;
raelaksanakar: pengembangan sistern informasi;

menyelenggarakan dan mengelola penganianan data dan informasi;
melaksanakan pengendalian murtu sistem dan teknologi informasi;
méngelola dan menyediakan data dan infortnasi geospasial dan statistik;
meng;lola. dan melaksanakan pelayanan informasi publik;

. menyelenggarakan publikasi;

nmengelola dan penyebarluasan inforrnasi,
mengelola perpustakaan dan dokumentasi kegiatan dinas;

menyiapkan bahan  laporan pimpinan dan koordinasi hubungan antar
lembaga;

nmelakukan pemantauan, evaluasi dan membuat 'aporan pelaksanaan

tugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi
Publik; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpisan sesuai
dengan tugasnya.
Paragraf 3
Bidang Sumber Daya Air

Pasal 12

Bidane Sumber Daya Air menyelenggarakan tugas yang terkait dengan
perencanaan SDA, pelaksanaan SDA dan operasi dan pemeliharaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang

- Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

a. pengkajian, penyusunan, peng,usulé.n dan pengembangan rencana

program/kegiatan dan anggaran Bidang Sumber Daya Air;

b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional

prosedur lingkup Bidang Sumber Daya Air;

c. pelaksanaan kebijakan di Bidang Suraber Daya Air, antara lain

meliputi perencanaan SDA, pelaksanaan SDA dan cperasi dan
pemeliharaan;



d.

f.

pelaksanaan koo-dinasi perumusan dan penyusunarn kebijakan
sumber daya air dengan Sekretariat Daerah dan/atau Perangkat
Daerak. terkait; ‘

peiaksanaan kpordinasi, fasilitasi, pengawasan, _pemantauan,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup
Bidang Sumber Daya Air; dan

pelaksanaan tugas kedinesan lain yang diberikan pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya. '

(3) Dalam pelaksaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Bidang Sumber Daya Air dibantu oieh Kelompok JF'.

(1)

(2)

(3)

(1)

@

; : Parapgraf{ 4
‘Bidang Bina Marga

Pasal 13

Bidang Bina Marga menyelenggarakan tugas yang terkait dengan
perencanaan teknis-dan evaluasi, pembangunan jalan dan jembatan, dan
preservasi jalan dan jembatan.

Untul melaksanakan tugas sebagaimena dimaksud pada ayat (1) Bidang
Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

a.

b.

f.

pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangari, rencana
program/Kkegiatan dan anggaran Bidang Bina Marga; .

penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional
prosedur lingkup Bidang Bina Marga;

pelakéanaan kebijakan di Bidang Bina Marga, antara lain meliputi
perencanaan tekn‘s dan evaluasi, pembangunan jalan dan jembatan,
dan preservasi jalan dan jembatan;

p=laksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebiiakan bina
marga dengan Sekretariat Daerah dan/atau Perangkat Daerah

terkait;
pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan,

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tigas dan kegiatan lingkup
Bidang Bina Marga, dan o

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya. ' ‘

Dalam pelaksanaan .tugas sebagaimar;é ‘dimaksud pada ayat (1), Kepala
Bidang Bina Marga dibantu oleh Kelompok JF.

Bidang Bina Konstruksi menyelenggarakan tugas
pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan.

. Paragraf 5
Bidang Bina Konstruk:si

Pasal 14

yang terkait dengan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang

 Bina Konstriaksi menyelenggarakan fungsi:
a.

pengkajian, penyusunan, pengusular dan pengembarxgan rencana
program/kegiatan dan anggaran Bidang Bina Konstruksi;

.~ b. penyusunan dan pembinaan pelaksenaan standar operasional

prosedur lingkup Bidang Bina Konstruksi;




(3)

(1)

@
- Bidang Tata Ruangtibantu oleh Kelompok JF.

(1)

(2)

'

c. pelaksanaan kebijakan di Bidang Konstruksi, antara lain meliputi
pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan,;

d. pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan bina
konstruksi dengan Sekretariat Daerah dan/atau Perangkat Daerah
terkait;

e. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan,

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup
Bidang Bina Kcnstruksi; dan '

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya. g

Dalam pelaksahaan tugas sebagaima.na dimaksud pada ayat (1), Kepala
Bidang Bina Konstruksi dibantu oleh Kelompok JF.

I

Paragraf 6
Bidang Tata Ruang

. _ Pasal 1S
Bidang Tata Ruang menyelenggarakan tugas yang terkait dengan

pengaturan dan pembinaan. pcngendalian, dan penertiban.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang
Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana
program/ kegiatan dan anggaran B:darg Tata Ruang;

b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional
prosedur lingkup Bidang Tata Ruang;

c. pelaksanaan kebijakan di Bidang Tata Ruang, antara lain meliputi
pengeturan dan pembinaan, pengendalian, dan penertiban;

d. pelaksanaan koordinasi perumusan cdan penyusunan kébijakan tata
ruang dengan Sekretariat Daerah dan/atau Perangkat Daerah terkait;

pelaksanaan kcordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan,

evaluasi dan pelaporan pelaksaraan tugas dan kegiatan lingkup
Bidang Tata Ruang; dan

(&}

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimi:inan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

. Paragraf 7
Bidang Cipta Karya

Pasal 16

Bicang Cipta Karya menvelenggarakan tugas yax:lg terkait dengan
perencanaan dan pengendalian, pengembangan SPAM dan PLP, dan
penatsan bangunun dan pengembangan kawasan permukiman.

Uptuk melaksanaken tuges sebagaimana dimaksud pada ayat ‘1) Bidang
Cipta Karya menyelenggarakan fungsi: :

a. pengkajian, penyusunan. pengusulan dan pengembangan rencana

program/kcgiatan dan anggaran Bidang Cipta Karya;



(3)

(1)

(2)

%o

b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional
prosédur lingkup Bidang Cipta Katya;

c. pelaksanaan kebijzkan di Bidang Cipta Karya, antara iain meliputi
perencanaan dan pengendalian, pengembangan SPAM dan PLP, dan
perataan bangunan dan pengembangan kawasan permukiman;

d. pelaksanacn koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan cigta
karya dengan Sekretariat Daerah dan/atau Perangkat Daerah terkait;

‘e. pelaksanaah koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan,

evaluasi ddn pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup
Eidang Cipta Karya; dan S

f. pelaksanaan tugas kedinasan lair. yan diberikan pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsir.ya.

Dalain pelaksanaan tugas sebagaimana 'dimaksud pada ayat (1), Kepala
Bidang Cipta Karya dibantu oleh Kelompok JF.

BAB 1V
KELOMPOK JF

Pasal 17 -

Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang sebagaimana dima<sud dalain Pasal 6 ayat (1) dapat dibentuk
sejumlah Kelompok JF sesvai dengan kebutuhan dan berdasarkan
keterituan peraturan perundang-undangan.

Kelompok JF sebageirmana dimaksud Jalam Pasal 6 ayat (1) sesuai
dengan bidang WKeshlian dan keterampilan yang ditetapkan dan

. " dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(S}

Jenis, jenjang dan jun; lah Kelompok JF sebagairnana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan; analisis jabatan, dan analisis
beban kerja.

Pelaksanaan kegiatan Kelompok JF dilakukan berdasarkan butir kegiatan
dan hasil kerja sesuaj jenjangz JF masing-masing.

"

Pasal 18

Kelompok JF sebagaimezna dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) mempunyai

tugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan
keterampilan tertentu.

Qalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
ditetapkan Subkoordinator Kelornpck JF yang dipimpin oleh Pejabat
Fungsional jenjang Anli Muda.

Pejabat  Fungsioral yang ditugaskan sebagai Subkoordinator
be;kedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada
Pejabat Administrator pada suatu kelompok substansi pada masing-
masing pengelompokan uraian fungsi. .

Subkoordinettor ‘sebagalmana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan
tugas koordinasi penvusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian,

pem&w‘dw cvaluasi serta pelaporan pada suatu kelompok substansi
pada masing-masing oengelompokan uraian fungsi.

S}.lbkoordinator Kelommpok JF dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dlmalfsud pada ayat (4) berpedoman ' pada tugas dan fungsi Dinas
Pekerjsan Umum . dan Tata Ruang sebagaimana tercantum dalam



Lampiran II yang rncrup‘akan bagian tidak: terpisahkan dari Peraturan

. Bupati ini. _

Dalam menjatankan tugasnya Subkocrdinator JF dapat‘ dibantu gleh
{elompok JF dan pelaksana pada satu kelompok substansi pada masing-
masing pengelompckan ursian fungsi. L

Dalam menjalankan tugasnya Subkoordinator JF mer}goordinasigan
kelompck JF seria pelaksana pada satu kelompok substansi pada masing-
masing pengelompokan uraian fungsi. : :

Subkcordinator: sebagaimana cimaksud pada ayat (2) diue:FapRan oleh
Bupati. :

Pelaksanaan tﬂigas sebagai Subkoordiriator JF minimal c’.algm kurur
waktu 1 (satu) tahun sepanjang yang Lersahgkutan tetap berkinerja baik

' dan/atau tidak melakukan peianggaran disiplin sedang dan/atau berat.

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

\7)

\8)

(9)

(10)

. BABV
TATA KERJA.

Pesal 19

Dinas Pekerjaan Uraum dan Tata Ruang dalam melaksanakan urusan

yang menjadi kewenangannya berpedoman pada peraturan perundang-
undangan.

Dinas Pckerjaan Uman dan Tata Ruang dalam melaksanakan tagas dan

fungsi melakukan hubungan kerja melalui pola konsultatif dan
koordinatif, :

Hubungan kerja konsultatif dimaksudkan untuk ‘menyamakan persepsi
dalam raelaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan, dapat
dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Hubungan kerja koordinatil dimaksudkan untuk pengembangan
hubungan kerja yang sinergis dan terpadu dalem penanganan dan
penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan untuk
menghindari turmpang tindih atau duplikasi program dan kegiasan secara
substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan.

Untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan
secara subctansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan Dinas
Pckerjaan Umum dan Tata Ruang memperhatikan fungsi-fungsi pada
masing-masing Perangkat Daerah. '

Dinas Pel:erjaan Umum dan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas dan
fungs: melakukan koordinasi kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten
Sekretaris Daerah sesuai pembidangannya.

Dinas Pekerjaan Uraum dan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas dan
fungsi serta pertanggungjawaban dilakukan s=cara berjerjang sesuai
dengan tugas dan fungsi certa kewenangannya masing-masing.

Tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Urum dan Tata Ruang dilaksanakan
oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon IL.b), Pejabat Administrator

(eselon 1lLa dan IIL.b), Pejabat Pengawas (eselon IV.a), Pejabat Fungsional

dan Pelaksana.

Pada Dinas Pekerjaann Umum dan Tata Ruang . dapat dibentuk Unit
Pelaksana Teknis.

Dalam menjalankan Tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan
1aFa Ruang menerapkan prinsip-prirsip tata kelola pemerintahan yang
baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



. BAB VI :
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
* DALAM JABATAN

Pasal 20

Kepalsi Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kelompok JF

.

diangkedt dan diberhentikan oleh Bupati deri Pegawai Negeri Sipil yang telah
memenuhi, syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasé.l 21

Pembiayaan Dinas Pekerjaan Umum daa Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir
bersumber dari Anggaran Fendapatan darn Belanja Daerah Kabupaten
Indragiri Hilir dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saal Peraturan Pupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Indragiri
Hilir Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan
Pemerintah Xabupaten Indragiri Hilir sebagaimana yang telah diubah
terakbir dengan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2020

,tentar.g Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organi$asi, Tugas dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupatz:n Indragiri Hilir Tahun 2020 Nomor

.

S), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pejaba.t yang ada tetap menduduki jabét.annya dan melaksanakan tugas
sampai dengan ditetapkannya dan/atau dilantiknya pejabat yang baru
berdasarkan Peraturan Bupati ini.



. Pasal 22
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri
Hilir. '

Ditetapkan di ’l‘embﬂahg:
\gg,al 4| feSenher U

RAGIR! HiLIR,

R
\q’?ﬁ& e AD WARDAN
ACIRYY
Dinndangken di Tembilahan
pada tanggal 41 J¢Sew ber 1Y

RETARIS DAERAH
ATEN INDRAGIRI HILIR,
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LAMPIRAN 1I

PERATURAN BUPATI

INDRAGIRI HILIR

NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

i

FUNGbI KELOMPOK JF*PADA DINAS PEKER!AAN UMUM DAN TATA RUANG

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Pengelompokan fungsi Kelompok JF pada Dinds Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang

1.

Subkrordinator Kelompok JF Substansi Perencanaan SDA pada Bidang

Sumber Daya Air, menyelenggarakan fungsi:

a.

b.

1.

m‘

merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada urusan
perencanaan SDA.

menyusun pola pengelolaan suinber daya air, rencana pengelolaan

sumber daya air, program jangka menengah pengelolaan sumber daya
air.

menganalisis dan mengevaluesi kelayakan program, dan pengelolagn
sistem informasi dan deta sumber daya ait.
memfasilitasi peznerapan sistem manajemen matu.

rnenyiapkan bahan penyusunan rencana program dan pe- ganggaran
kegiatan tahunan pengelolaan sumber daya air pada w1layah sungai.

menganalisis kesiapar usulan kegiatan dan skala prioritas
penganggaran.

menganalisis mengenai dampak lingsungan.

menyiapkan rekomsndasi teknis dalam pemberian izin penggunaan
sumiber daya air dan izin pengusahaan, serta penyelenggaraan alokasi
air. :

memfasiiitasi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (SMK3).

memfasilitasi pengadaan barang dan jasa.

melaksanakan pemberdayaan masyarakat di bidang preogram dan
perencatiaan umum. '

menyusun pe;janjian kinerja dan laporan kinerja bidang,.

melakuken pemantauan, evaluasi. dan membuat laporan pelaksanaan
tugas dan kegiatan pada urusan perencanaan SDA.

Subkoordinator Kelompok JF Substansi Pelaksanaan SDA pada Bidang

Sumber Daya Air, menyelenggarakan furigsi:

a.

o.

merencanakan prograri/kegiatan dan penganggaran. péda urusan
pelaksanaan SDA.’

v

menyusun rencana pelaksanaan kegiatan.



TR .

c. melaksanalkkan  pengendalian dan  pengawasan pelaksanaan
perencanaan teknik.

d.  mclaksanakan koastruksi dan non konstruksi sungai, pantai,
. bendurgan, danau, siti1, smbung, dan tampungan-air lainnya, irigasi,
rawa, :ambak, air tanah, dan air baku serta konservasi sungai, pantai,

-

tampungan air lainnya, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan
pemerintah daerah.

e. rﬁenyiapkah penyerahan operasi dan pemeliharaan.

memfasilitdsi penerapan sistern manajemen mutu dan Sistem
Manajemen Keselamatar. dan Kesehatan Kerja (SMK3).

g.  memfasilitasi pengadaan baratg dan jaéa.

h. melaksanakan pemberdayaur‘i masyarakat di bidang sungai, pantai,
bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi,
rawa, tambak, air tanah, dan air baku sertu konservasi sungai, pantai,
tampungan air lainnya, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan
pemerintah daerah. *

[ ]

ks melakukan pemartauar, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan
tugas dan kegiatan pada urusan pelaksanaan SDA.

3.  Subkeordinator Kelompok JF Substansi Operasi dan Pemeliharaan pada
Bidang Sumber Daya Air, menyelenggarakan fungsi:

4. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada urusan
operasi dan peirieliharaan.

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana Kkegiatan operasi dan
remeliharaan.

- ¢.  memfasilitasi penerapan sistem manajemen mutu, pengelolaan sistem
hidrologi dan sistein peringatan dini.

d. menkoordinasikan pengelolaan sumber daya air dan penyvelenggaraan
pemantauan dan pengawasz2n  penggunaan sungei, pantai,
bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi,
rawa, tambak, air tanah, dan air baku.

e. menyiapkan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan
teknik.

f.  meryiapkan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, dan pelaksanaan
penanggulargan kerusakan akibat bencana.

g. memfasilitasi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan
kesehatan Kerja (SMri3).
h. memfasilitasi pengadaan barang dan jasa.

i. melaksanakan pembardayaan masyarakat di bidang operasi dan
pemeliharaan.

j.  nemfasilitasi TKPSDA pada W¢ yang menjadi kews=narigan kabupaten.

k. melakukan pgmantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan
tugas dan kegiatan pada urusan operasi dan pemeliharaan.

4. Subkoordinator Kelompok JF Substansi Perencanaan Teknis dan Evaluasi
pada Bidang Bina Marga, mcnyelenggarakan fungsi:

-y

a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada urusan
perencanaan teknis dan evaluasi.

b. menyiapkan data dan informasi sebagai "bahan penyusunan
~ pemrograman dan perencanean teknik pembangunan dan preservasi
jalan. dan jembatan serta penerangan jalan umum.




(@)}

L.

melaksanakan koordinasi konektivitas sistem jaringan jalan dengan
sistern moda transportasi bersama pembina bidang ke Bina Marga-an.

melaksanakan pengujian mutu konstruksi, evaluasi terhadap hasil
pengujian kornstruksi. .

melaksanakan evaluasi dan penctapan leger jalan

melaksanakan audit keselumatan jalan dan jembatan, serta leger
jalan ... -

melakukan ._pema.ntauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan
tugas dan gegiatan pada urusan perencanaan teknis dar. evaluasi.

Sub‘»:unrdinator;" Kelompok JF ;St.lbstansi,t Pembangunar Jalan dan
Jembatan pada Bidang Bina Marga: menyelehggarakan fungsi:

merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada urusan
pembangunan jalan dan jembatan. ‘

melaksanakan dan mengendalikan konstruksi dan mutu pelaksanaan
nembangunan jalan dan jembatan.

menyusun dan melaksanakan p_engémbangan standar™ dokumen
pengadaan. '

melaksanekan penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan
jembatan.

menyusun norma, stander, pedoman, dan kriteria bidang jalan dan
jembatan. :

melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan jembatan.

melakukar. pemantauan, evaluasi dan membuat laporan oelaksanaan
tugas dan kegiatan pada urusan pembangunan jalan dan jembatan.

Subkoordinator Xelompok JF Substansi Preservasi Jalan dan Jembatan
pada Bidang Bina Marga, menyelenggarakan fungsi:

a.

e.

merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada uJrusan
preservasi jalan dan jembatan. ’

nielakaanakanepreservasi jalan dan jemhatan.

melaksanakan penyesuaian kontrak pekerjaan preservasi jalan dan
jembatan. *

melaksanakan evaluasi dan penetapan audit keselamatan jalan dan
jembatan, bahan pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan
peralatan dan bahan jalan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian
jalan. -

‘melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan
tugas dan kegiatan pada urusan preservasi jalan dan jembatan.

Sutkoordinator Kelompok JF Substansi Pengaturan pada Bidang Bina
Konstruksi, menyelenggarakan fungsi:

a.

b.

merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada urusan
pengaturan.

penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

penyebarinasan peraturan dan penjaminan mutu pelaksanaan
pembinaan di bidang jasa konstruksi. )

melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan spelaksanaan
tugas dan kegiatan pada urusan pengaturan.



8. Subkoordinator Kelompok JF Substansi Pemberdayaan pada Bidang Bina
Konstruksi, menyelenggarakan fungsi:

a.

merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada urusan
pemberdayaan.

menyiapkan bahan pembincar, pelaksanaan pelatihan, bimbingan
teknis, penyulthan  dalam pelaksanaan dan pembercdayaan jasa
konstruksi. ' ~ '

mcnyclenggarakah sistem informasi jasa konstruksi.

melakukar pemantauan. evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan
tugas dan kegiatan pada urusan pemberdayaan.

9. Subkoordinator ‘Kelompok JF Substansi Pengawasan pada Bidang Bina
Konstruksi, menyelenggarakan fungsi:

*a.

b.

" C.

merencanakan - program/kegiatan da.. penganggaran pada urusan
pengawasan. :

melaksanakan pema'ntauan dan evaluasi pembinaan jasa konstruksi
bail: dalam hal pelaksanan kegiatan pembinaan serta untuk
terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi.

melakukan pemarntauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan
tugas dar. kegiatan pada urusan pengawasan.

10.' Subkoordinator Kelompok JF Substansi Pengaturan dan Pembinaan pada
Bidang Tata Ruang, menyelenggarakan fungsi:

merencanakan program/Kkegiatan dar penganggaran pada urusan
pengaturan dan pembinaan

. melaksanakan pengawasan teknis dan pengawasan khusus terhadap

penyelenggaraan penataan ruang.

melaksanakan pemantauan terhadap penyelenggaraan penataan
ruang.

melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap tingkat pencapaian
penyelenggaraan penataan ruang.

melakukan pen:antauan, evaluasi dan memtuat laporan pelaksanaan
tugas dan kegiatan pada urusan pengaturan dan pembinaan.

11. Subkoordinator Kelompok JF Substansi Pengendalian pada Bidang Tata
Ruang, menyelenggarakan fungsi:

merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada urusan
pengendalian.

[ ]
L]

melaksanakan penyusurnan den penetapan ketentuan arahan
peraturan zonasi.

n'}elé’ﬁs.éhakan penyusunan dan penetapan perangkat insentif
disinsentif, dan nelaksanaan pemberian insentif dan disinsentif dalam

penataan rmang, serta memfasilitasi peran serta masyarakat terkait
dengan pengendalian tata ruang.

melaksanakan penyusunan dan penetapan ketentuan pemberian izin

pemanfaatan ruang, serta pelaksanaan pemberian izin pemanfaatan
ruang.

melakisanakan penyusunan dJdan penetapan ketentuan sanksi

administratif, serta pelaksanaan peinberian sanksi administratif
dalam penataan ruang.

melakukan pgmantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan
tugas dan kegiatan pada urusan pengendalian.



12.

14.

1'5.

subknorcinator kelompok JF Qubstansi Penertiban pada Bidang Tata
‘Ruang, menyelenggarakan fungsi:

4 merrncanakan program/kegiatan dan penganggaran pada urusan
penertiban.

b, meleksanakan peunyidikan dan penel tiban terhadap pelanggaran
pemaniaatan ruang.

o melaksanakan evaluasi dan peaporan di bidarg penyidikan dan
penertiban terhadap pelanggarail pemanfaatan ruang.

d. melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap FPNS penataan
ruang dan dperasionalisasi PPNS penataan ruang.

e. melakukan 1;pcmantr:aﬁur:m. evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan
tugas dan Kegiatar. pada arusar. penertiban.

Subkoordirator Kelompok JF Substansi Perencanaan dan Pengendalian
pada Bidang Cipta Karya, menyelenggarakan fungsi:

»  merencanakan program/kegiatar. dan penganggaran pada urusan
persncanaan dan pengendalian.

b, melaksanakan penyusunan program dan pembiayaan jangka

menengah dan tahunan yang bersumber dari APBD dan sumber dana
lainnya.

c.  melakukan sinkronisasi program-program keciptakaryaan.

melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Daerah dalarn penguatan
kapasitas perencanaan dan penyusunan program.

e. melaksanakan pendampingan penyusunan RPI2JM bidang cipta karya
tingkat kabupaten. y

*

{  melaksanakan koordinasi dan pemantauan berkala terhadap
pelaksanaan pembtangunan fisik tahun berjalan.

g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan
tugas dan kegiatan pada urusan perencanaan dan pengendalian.

Subkoordinater Kelompok JF Substansi Pengembangan SPAM dan PLP
pada Ridang Cipta Karya, menyelenggarakan fungsi:

a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada urusan
pengembangan SPAM dan PLP.

"b.  melaksanakan pengelolaan dan pengembengan SPAM lintas daerah

kabupaten serta periyediaan kebutuhan pokok air minurn sebari-hari.

¢. melaksanakan pengembangan sistein dan pengelolaan persampahan
domestik.

d. meclaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem eir limbah

domestik serta penyedisan pelayanan pengolahan air limbah
domestik.

e. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang
terhubung langsung dengan sungai lintas daerah kabupaten.

f.  melakukan pernantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan
tugas dan kegiatar: pada urusan pengembangan SPAM dan PLP.

Subkoordinator Kelompok JF Substansi Penataan 3angunan dan
Perigembangan Kawasan Permukiman pada Bidang Cipta Karya,
menyelenggarakan fungsi: ‘

2. merencanakan program/kegiaian dan penganggaran pada urusan
| enataan bangunan dan pengembangan kawasan perraukiman.



menyelenggaraxkan infrastruktur pada permukiman di kawasan
strategis. :

menyclenggarakan penetapan bangunan gedung untuk kepentingan
strategis daerah kabupaten.

menyelenggarakan bangunan gedung untuk kepentingan strategis.

menyelenggarakan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan
strategis dan penataan bangunan dan lingknngannya lintas daerah.

melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelalisanaan

tugas dan, kegiatan pada urusan penataan bangunan dan
pengembangan kawasan permukiman.



